A. Kesimpulan
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BAB I

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari penulisan di atas, maka penulis dapat

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

L.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan agar kesalahan tindakan medis dokter

dapat dimintai pertanggungjawaban, berupa:

a.

b.

Adanya kelalaian

Tidak menggunakan standar profesi

Tidak adanya informed concent

Rekam medis

Rekam medis merupakan berkas berisikan catatan dan

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di tempat sarana

pelayanan kesehatan. Rekam medis dapat digunakan sebagai:

1)
2)
3)
4)

5)

Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
Bahan pembuktian dalam perkara hukum

Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan
Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan

Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan

Adanya resiko medis
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Resiko medis merupakan akibat yang akan terjadi atas
perbuatan medis yang akan dilakukan. Setiap tindakan medis yang
akan dilakukan oleh dokter pasti mempunyai akibat atau resiko
yang akan terjadi, sehingga setiap dokter yang melakukan tindakan
medis harus bertanggung jawab atas resiko medis yang akan
diterima sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan tersebut
untuk kesembuhan pasien.

Alasan pembenar/pemaaf

Alasan pembenar atau alasan pemaaf adalah bahwa
seseorang pada saat melakukan perbuatan pidana dan terbukti
bersalah maka harus dijatuhi pidana, tetapi karena ada alasan
pembenar dan pemaaf maka kesalahannya dibenarkan dan
dimaafkan dan tidak jadi dipidana. Apabila dalam kasus
malpraktek tidak ditemukan alasan pembenar/pemaaf maka dokter

yang melakukan malpraktek dapat dipidana.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memproses kasus-kasus malpraktek

di pengadilan, yaitu:

a.

Pertanggungjawaban pidana seorang dokter akan ada apabila telah
terbukti adanya suatu kesalahan, yang merupakan dasar untuk
menentukan dapat atau tidak dapat dipidananya dokter tersebut.
Oleh  karena itu  supaya  dokter  dapat  dituntut
pertanggungjawabannya, maka pertama-tama harus dibuktikan

adanya kesalahan pada dokter. Tindakan medis yang dilakukan
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tidak dengan sengaja akan tetapi disini ada unsur lalai yang tidak
patut dilakukan oleh seorang ahli dalam dunia.medis, dan tindakan
mana yang mengakibatkan suatu hal yang sifatnya fatal, misalnya
mati, cacat karena lalai, merupakan tindakan malpraktek dokter.
Kealpaan dokter tidak dapat dituntut apabila dokter tersebut dalam
menjalankan tugasnya sudah melakukan sesuai dengan standar
profesi medis yaitu pada benar-tidaknya upaya yang sudah
dilakukan dokter (inspaning verbintenis).

Apabila dalam peradilan umum muncul pendapat saksi ahli yang
bertentangan (misalnya untuk bidang kedokteran yang sama, dokter
X berpendapat A, dan dokter Y berpendapat B) maka hakim dapat
meminta second opinion (pendapat kedua) karena hal tersebut
merupakan kewajiban dokter yang berhubungan dengan hak pasien
yang berguna bagi hakim dalam memutus perkara.

Kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai
dengan standar profesi medis, yaitu mengenai perbuatan yang
dilakukan oleh dokter karena kealpaannya sehingga menyebabkan
luka berat atau matinya seseorang, merupakan tindakan
malpraktek.

Malpraktek merupakan perbuatan melanggar hukum, dan
malpraktek juga merupakan perbuatan melanggar hukum pidana.
Oleh karena merupakan perbuatan melanggar hukum pidana, maka

berarti malpraktek dapat diajukan ke peradilan pidana.
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B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala

keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin

memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1.

Dokter harus dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan
medis dan tindakan medis sesuai dengan standar profesi kedokteran, agar
tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pasien dan dokter tersebut.
Dokter diharapkan mampu memberikan pelayanan medis sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien.

Pasien sedapat mungkin memberikan informasi yang lengkap dan jujur
tentang masalah kesehatannya, dan mematuhi ketentuan yang berlaku di

sarana pelayanan kesehatan.
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